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Guru Swasta Juga
Pendidik Anak Bangsa

Guru sekolah swasta menanti kepastian hulkum TPG datam RUU Sisdiknas.
Tunjangan itu menopang kesejahteraan guru dan layganan pendidikan.

Ester Lince Napitupulu

emberian tunjangan pro-
Pﬁ'si guru (TPG) bagi gu-

ru sckolah swasta sclama
ini bukan sckadar menambah
kesejahteraan. Bagi banyak se-
kolah swasta kecil yang me-
lavani anak-anak dari keluarga
kurang mampu, TPG juga
menjadi penopang keberlang-
sungan layanan pendidikan.

Karena itu, guru sekolah
swasta khawatir sctelah draf
Rancangan Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional
(RUU Sisdiknas) dinilai tid:
lagi mengatur secara eksplisit
d r hukum pember
bagi guru bersertifikat yang di-
angkat penyelenggara pendi-
dikan masyarakat,

Draf RUU Sisdiknas versi 8
Juli 2026 hanya mengatur sc-
cara cksplisit tunjangan profesi
berbasis kinerja bagi guru ber-
sertifikat yang diangkat peme-
rintah pusat. Sejumlah orga-
nisasi guru dan penyelenggara
sckolah swasta menilai keten-
tuan tersebut membuat keber-
lanjutan TPG bagi guru seko-
lah swasta kehilangan kepas-
tian hukum,

Padahal, draf RUU Sisdiknas
membagi guru menjadi dua
kelompok, yakni guru yang di-
angkat pemerintah pusat dan
guru yang diangkat satuan
pendidikan yang disclenggara-
kan masyarakat. Guru yang di-
angkat pemerintah pusat saal
ini Lerdiri dari pegawai negeri
sipil (PNS) dan pegawai pe-
merintah dengan perjanjian
kerja (PPPK). Sementara itu,
guru bersertifikat di sckolah
swasta selama ini juga mene-
rima TPG scbhesar Rp 2 juta
per bulan, naik dari schelum-
nya Rp 1,5 juta, meski belum

setara dengan guru ASN yang
memperoleh lunjangan sebe-
sar satu kali gaji pokok.

Hadiana (56), pendiri seka-
ligus Kepala TK Islam Nur
Rahmah, mengatakan, sckolah
yvang didirikan keluarganya
pada 2004 itu melayani
anak-anak usia dini dari ke-
luarga sederhana di Kelurahan
Tanjung Baral, Jakarta Selatan,
Kemampuan sekolah menggaji
guru bergantung pada uang se-
kolah yang terbatas dan TPG
bagi guru yang telah memiliki
sertitikat pendidik.

"Sekolah kami tidak bisa
menggaji tinggi. Harapannya
ada pada TPG. Jatah TPG saya
saja dipakai untuk menambah
gaji operator sckolah dan guru
honorer,” katanya di Jakarta,
Rabu (29/7/2026).

Ketua Dewan Kehormatan
Pengurus Besar Persatuan Gu-
ru Seluruh Indonesia Supar-
man menuturkan, selain per-
soalan TPG, guru sekolah
swasta juga masih menghadapi
kendala inpassing, yvakni pe-
nyctaraan jabatan bagi guru
yang telah bersertifikat pendi-
dik. Hingga kini pengajuan su-
rat keputusan fapassing belum
kembali dibuka sehingga masa
kerja guru swasla tidak dapat
diperhitungkan untuk kenaik-
an pangkat dan golongan.

Perlu undang-undang

Badan Musyawarah Pergu-
ruan Swasla (BMPS) menilai,
pengaturan TPG bagi guru se-
kolah swasta harus ditegaskan
dalam undang-undang ag
dak bergantung pada kebijakan
administratit yang dapat ber-
ubah.

Ketua Umum Dewan Peng-
urus Nasional (DPN) BMPS
Saur Panjaitan menyebutkan,

penyusunan RULT Sisdiknas
semeslinya menjadi momen-
tum memperkuat kedudukan,
profesionalitas, perlindungan,
dan kescjahteraan semua guru
tanpa membedakan status sa-
tuan pendidikan.

"Guru yang diangkal peme-
rintah maupun guru sekolah
swasta menjalankan fungsi
pendidikan nasional yang
sama. Perbedaan status seko-
lah ataupun kepegawaian tidak
boleh menghilangkan prinsip
kesetaraan penghargaan nega-
ra terhadap profesi guru,”
ujarnya.

Menurut Saur, negara tidak
dapat menyerahkan sepenuh-
nya kesejahteraan guru sckolah
swasta kepada badan penye-
lenggara pendidikan karena se-
mua guru menjalankan fungsi
pendidikan nasional yang sama
serta memenuhi standar kom-
petensi dan profesionalitas
yang ditetapkan negara.

Saur mengingatkan, Pasal 16
Undang-Undang Nomor 14 Ta-
hun 2005 tentang Guru dan
Doscn menjamin guru berser-
tifikat yang diangkat penye-
lenggara pendidikan masyara-
kat berhak memperoleh tun-
jangan profesi. Karena itu, ke-
tentuan tersebul harus diper-
tahankan dan diperkuat dalam
RUU Sisdiknas agar tidak ter-
jadi kemunduran perlindungan
hukum terhadap kescjahteraan
guru sckolah swasta.

Dalam APBN 2026, peme-
rintah mengalokasikan anggar-
an tenaga pendidik sebesar Rp
274,7 triliun, Di dalamnya ter-
dapat anggaran TPG non-PNS
schesar Rp 19.2 triliun bagi
754.747 guru dan TPG ASN
dacrah Rp 69 triliun bagi sc-
kitar 1,6 juta guru.

Sekretaris Jenderal DPN

BMPS Iwan Ruswandi menga-
takan, BMPS telah menyam-
paikan rekomendasi serupa
dalam sidang Mahkamah Kon-
stitusi pada 2024. Menurut
dia, prinsip, hak, kriteria, dan
jaminan kesetaraan TPG harus
diatur dalam undang-undang,
sedangkan mekanisme pelak-
sanaannya cukup diatur me-
lalui peraluran teknis,

BMPS juga mengusulkan
besaran TPG disesuaikan de-
ngan jenjang jabatan profesi-
onal guru agar penghargaan
terhadap guru sekolah swasta
tidak lagi dibedakan berdasar-
kan status kepegawaiannya.

"RUU Sisdiknas yang baru
harus memperkuat, bukan me-
ngurangi, jaminan kescjahtcra-
an guru yang selama ini telah
diatur dalam Undang-Undang
Guru dan Dosen,” kata Iwan.

Upaya pemerintah

Direktur Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan Kemen-
dikdasmen Nunuk Suryani
menyatakan, pemerintah terus
memperbaiki layanan TPG. Se-
Jjak 2026, tunjangan disalurkan
seliap bulan langsung ke re-
kening guru, termasuk bagi gu-
ru non-ASN, sebagai bagian
dari upaya meningkatkan ke-
sejahteraan guru,

Namun, organisasi guru dan
penyelenggara sckolah swasta
menilai komitmen terscbut
perlu diperkuat melalui peng-
aturan yang tegas dalam RUU
Sisdiknas agar hak guro seko-
lah swasla tidak bergantung
pada kebijukan teknis yang da-
pat berubah. Bagi sckolah
swasta kecil, kepastian TPG
bukan sekadar tambahan
penghasilan guru, melainkan
juga penopang keberlangsung-
an layanan pendidikan.
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